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PENDIDIKAN TINGGI

Ketilka AKkses Kuliah Tertinggal,
Inefisiensi PITI'KI., Masih Berlanjut

endidikan tingsi di Tn-

donesia tidak hanya di-

kelola oleh Kementeri-
an Pendidikan Tinggi, Sains,
dan Teknologi serta Kemen-
terian Agama. Scbanyak 24
kementerian/Slembaga lain
Juga mengelola perguruan
tinggl dengan jumlah maha-
siswa relatif sedikit. tetapi
pembiayaan jauh lebih besar.

Adokasi anggaran pendi-
dikan scbhesar 20 persen dari
APBN yang sctiap tahun tu-
rutl dialokasikan kepada 24
kementerian lembaga (K L)
di Tuar kementerian inti pen-
didikan menjadi sorotan.

Laporan Panitia Kerja
(Panja) Perguruan Tinggi Ke-
menterianLembagsa (PTKLD)
Komisi X DPR DMMasa Sidang
IIT Tabhun 2025-2026 ter-
tangeal 27 Januari 2026 me-—
maparkan berbagai temuan
bahwa banyak PTKIL. tidak
lagi berfokus pada penyo-
lenggaraan pendidikan kedi-
nasan. Sebaliknya, banyalc
PTKL membuka programn
studi nonkedinasan.

Hal itu memunculkan
tumpang tindih dengan per-
guruan tinggi negeri (PTN)
ataupun perguruan tinggi
swasta (PTS) di bawah Ke-
menterian Pendidikan Tingoi,
Sains, dan Teknologi (Ke-
mendiktisaintek) dan Ke-
menterian Agama (Keme-
nag). Padahal, PTKL berbiaya
operasional pendidikan lebih
tinggi dengan jumlah maha-
siswa lebih sedikit.

Di tengah terbatasnya ak-
ses pendidikan tinggi bagi Tu-
lusan SMA/SMK —dengan
angka partisipasi kasar (CAPK)
pendidikan Linggi 32 per—
sen—pengistimewaan PTKIT.
dinilai tidak adil. Kebijakan
tersebut juga dianggap mem-
perscempit Tuang fiskal negara
untuk memperluas akses dan
mempercepatl peningkatan
partisipasi anak muda Indo-
nesia ke perguruan tinggi.

Panja PTKL Komisi X
DPR mengungkapkan, dalam
APBIN 2025, alokasi anggaran
fungsi pendidikan untuk
PTKL mencapai 39 persen
dari total anggaran pendidik-
an. dengan jumlah mahasis-
wa sekitar 200.000 orang.

Seba nya, anggaran fung-
si pendidikan yang dikelola
Kemendiktisaintek hanya se-
Kitar 22 persemn, padahal me-
naungi sekitar 32,9 juta maha-
siswa PTIN dan 4.4 juta ma-
hasiswa PTS.

Postur anggaran pendidik-
an dalam APBIN 2025 men-
capai Rp 724,26 triliun. Dari

jumilah tersebut, alokasi ang-

garan pendidikan pada KT,
termasuk PTKL, moencap:ai
Rp 10447 triliun.

Sementara itu, Kementeri-
an Pendidikan Dasar dan
Menengalhh menerima alokasi
Rp 33.54 triliun. Kemendikti-
saintek Rp 57.68 triliun, dan
Kemenag Rp 65.92 triliun.

Tidak proporsional
Ketimpangan itu dinilai
menunjuklkan sebagian besar

anggaran pendidikan justru
terserap pada institusi de-
ngan jumlah mahs: SWWE Te—
Iatit kecil. Kondisi tersebut
mencerminkan ketidakpro-
porsionalan sekaligus potensi
pemborosan yang perlu se-
gera dibenahi.

Padahal., anggaran negara
sangat dibutuhkan untuk
memperluas akses pendidile-
an tinggi melalui PTN dan
PTS yang selama ini menjadi
tulang punggung layanan
pendidikan tinggi bagi ma-
syarakat,

Hlasil klasifilks dan pena-
taan PTKL oleh Kemendikti-
saintek menunjukkan ada 15
PTKL kedinasan, 87 PTKIL
nonkedinasan., dan 22 PTKIL.
campuran. Penataan itu juga
menemukan tumpang tindih
program studi dengan pergu-
ruan tinggi di luar PTKL, ter
masuk program studi vang ti-
dak sesuai dengan tugas damn
fungsi K 1. terkait.

Scjak 2018, KPK telah me-
lakukan evaluasi moendalam
terhadap penyelenggaraan
PTKL. Evaluasi tersebut me-
nemukan adanva tumpang
tindih kewenangan antara
kementerian teknis dan ke-
menterian yang membidangi
poendidikan, yang berimplika-
si pada pemborosan keuang-
an negara.

PTKL tercatat memper-
oleh alokasi rata-rata Rp 2.8
juta per mahasiswa per se-
mester, jauh lebih tinggi
bandingkan PTN yang sckitar
Rp L6 juta. Sementara itu,
perguruan tinggi keagamaan
Islam negeri (PTKIN) hanya
menerima sekitar Rp 441.000
por mahasiswa per secmester

Saat itu, KPK sccara tegn
merckomendasikan agar pe-
merintah menata dan meng-
evaluasi PTKL secara menye —
Turuh. KPK juga menegaskan
bahwa PTKI. semestinya ber-

fokus pada penyelengoarann
prendidikan kedinasan, bulkan
rendidikan tinggi vimum.

Selain itu, Panja PTKI.
Komisi X DPR moeminta
pemerintah segera menata
kembali tata kelola PTKIL
yang selama bertahun-tahun
menunjukkan gejala tumpang
tindih kewenangan., inefi-
siensi anggaran., dan ketidalk-
efektifan pembinaan pendi-
dikan tinggi. Panja juga meoer
dorong penyusunan regula
yang lebih kuat untuk merm-
prerjelas arah dan fungsi PT-
I

Ketua Komisi X DPR He-
tifah Sjaifudian yang dihu-
bungi di Jakarta, Kamis
(7/5,/2026), mengatakan,
penggunaan anggaran perndi-
dikan sebesar 20 persemn dari
APBN dan APBD akan diatur
kembali secara lebih tepat
melalui Rancangan Un-
dang-Undang Sisterm Pendi-
dikan Nasional (RUU Sisdik-
nas) vang diinisiasi DPIR.

TRami juga akan menjadi-
Jkan putusan NMahkamah
Konsti i

usi sebagai landasan
dalam RUU Sisdiknas yang
melarang program non penc
dikan dibiayail dari pos ang-
garan pendidikan 20 persen.,”
kata I'Mletifah.

Fokus

Ketua UTImum Asosiasi Per-
sguruan Tinggi Swasta Indo-
nesia W Budi Djatmiko me-
nilai PTKIL sebaiknya difo-
kuskan pada bidang-bidang
strategis yang bersifat rahasia

dan spesifik, seperti militer,
kepolisian, dan intelijen, Seo
mentara itu, P TN diarahkan

untuk mendorong kemajuan
ilmu pengetabhuan dan riset
berkelas dunia. Adapun PTS
berperan memastikan masya-
rakat hingga dacrah pclosok
memperoleh pendidikan
tinggi yvang relevan dengan
kebutuhan pekerjaan di wi-
layah masing-masing.

Ketua Umuim Aliansi Do-
sen Akademik dan Vokasio-
nal Seluruh Indonesia CAadak-
si) Anggun mengatakan, ke-
timpangan anltara perguruan
tinggi di bawah Kemendikti-
saintek dan PTKL telah lama
menjadi persoalan serius da-
l._url tata kelola pendic
#=i nasional. Peme
dinilai perlu memiliki desain
besar pendidikan tinggi yang
lebih adil dan terintegrasi.
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